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                                                                                                                                                     KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

 

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman ‘ala 

Rasulillah. 

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., 

Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم, 

keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk 

umatnya yang mendapatkan syafaat. 

Buku ini disusun sebagai referensi dasar yang 

menyeluruh mengenai aspek-aspek fundamental hukum di 

Indonesia. Disusun secara sistematis dan tematik, buku ini 

tidak hanya menyajikan sejarah dan perkembangan hukum 

sejak masa kerajaan hingga era kemerdekaan, tetapi juga 

mengupas secara mendalam tentang sistem hukum 

Indonesia yang kompleks dan plural, mencakup hukum 

konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, 

hukum acara perdata, hukum pidana, hukum dagang, serta 

hukum lingkungan. 

Kehadiran bab khusus yang membahas hukum Islam 

dan hukum adat semakin menegaskan realitas sistem 

hukum Indonesia yang hidup dalam kerangka normatif, 

historis, dan sosiologis. Hal ini menjadikan buku ini tidak 
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sekadar buku ajar, tetapi juga media pemahaman terhadap 

dinamika integrasi nilai-nilai lokal dan agama dalam sistem 

hukum nasional. 

Penerbit meyakini bahwa pemahaman terhadap 

prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia sangat penting dalam 

membentuk generasi yang sadar hukum dan memiliki 

komitmen terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, buku ini 

hadir tidak hanya untuk memperluas wawasan akademik, 

tetapi juga sebagai bentuk kontribusi dalam membangun 

kesadaran dan kecintaan terhadap hukum sebagai pilar 

peradaban. 

Kami menyampaikan apresiasi kepada para penulis 

dan penyusun buku ini atas dedikasi dan kerja kerasnya 

dalam menyusun materi yang padat, informatif, dan relevan 

dengan kebutuhan pembelajaran hukum masa kini. Semoga 

buku ini dapat menjadi rujukan utama dalam memahami 

sistem hukum di Indonesia dan bermanfaat bagi seluruh 

pembaca. 

Akhir kata, kami membuka ruang masukan dan saran 

dari para pembaca demi penyempurnaan edisi-edisi 

berikutnya. Semoga kehadiran buku ini menjadi amal jariah 

dan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan dan 

penegakan hukum di tanah air. 

 
 
 
Deli Serdang,   23 Juni 2025 M 
                         26 Dzulhijjah 1447 H 
 
 
  
Dr. H. Angga Syahputra 
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society 
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